BUPATI MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, PENGISIAN KEMBALI UANG
PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN

Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1,

BUPATI MEMPAWAH,

bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu ditetapkan Batas Jumlah Uang

Persediaan (LB, Pengisian  kembali Uang
Persediaan (GU) dan Batas Penarikan Tambahan
Uang Persediaan (TU) serta Mekanisme

pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan,
Pengisian kembali Uang Persediaan dan Batas
Penarikan Tambahan Uang Persediaan serta
Mekanisme pembayaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun
Anggaran 2024;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);
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13,

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5556);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten
Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2017 (Lembaran Daerah  Kabupaten
Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah
Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mempawah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 7
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah
Nomor 7).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG

PERSEDIAAN, PENGISIAN KEMBALI UANG
PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN
UANG PERSEDIAAN SERTA MEKANISME

PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN
ANGGARAN 2024.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2

Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Mempawah.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang muka
kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah Pengganti
uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah
Tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran
langsung dan uang persediaan.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah
Pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu
yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

BAB 11
JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)

Pasal 2

Pemerintah Daerah menetapkan Batas Jumlah UP pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah
Tahun Anggaran 2024.

Jumlah UP pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
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Pasal 3

Pengisian kembali UP atau GU dapat diberikan apabila UP telah terserap
sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah yang
ditetapkan.

Pasal 4

(1) Besaran TU dapat diberikan setinggi-tingginya sama dengan jumlah
uang persediaan yang ditetapkan untuk masing-masing SKPD.

(2) Apabila kebutuhan TU melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan tertulis Sekretaris
Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan.

Pasal 5

Sistemm Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mempawah melalui :

(SO B

b: UP.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal &- | - 2024
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN , PENGISIAN KEMBALI
UANG PERSEDIAAN BATAS PENARIKAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME
PEMBAYARAN  ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2024

TAKSIRAN BELANJA

TAKSIRAN BELANJA

NO SKPD TOTAL BELANJA YAHSEE}I\%}’%RPKAN UP (SEPERDUA BELAS)| PAGU BESARAN UP
1 9 3 4 5 6
1 |DINAS PENDIDIKAN ,PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Rp 348.542.188.816,00 | Rp 5.016.616.726,00 | Rp 418.051.393,83 | Rp 400.000.000,00
2 |DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA Rp 114.162.958.423,00 | Rp 8.428.082.167,00 | Rp 702.340.180,58 | Rp 700.000.000,00
3 |RSUD Dr. RUBINI Rp £9.321.852.027,00 | Rp 4,010.358.296,00 | Rp 334.195,524,67 | Rp 300.000.000,00
4 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rp 204.268.250.692,00 | Rp 1.837.324.359,00 | Rp 163.110.363,25 | Rp 150.000.000,00
5 |DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN Rp 16.086.878.475,00 | Rp 829.317.750,00 | Rp 69.109.812,50 | Rp 70.000.000,00
6 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Rp 8.011.124.332,00 | Rp 1.000.480.950,00 | Rp 83.373.412,50 | Rp 80.000.000,00
7 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Rp 4.675.124.190,00 | Rp 814.358.100,00 | Rp 67.863.175,00 | Ro 70.000.000,00
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN| Rp 10.757.745.764,00 | Rp 2.065.015.462,00 | Rp 172.084.621,83 | Rp 170.000.000,00
8 |MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
9 |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rp 5.358.664.022,00 | Rp 995.966.803,00 | Rp 82.997.233,58 | Rp 85.000.000,00
10 |DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Rp 27.172.564.604,00 | Rp 2.661.738.310,00 | Rp 221.811525.83 | Rp 220.000.000,00
11 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rp 10.399.097.449,00 | Rp 983.213.106,00 | Rp 81.934.425 50 | Rp 90.000.000,00
12 |DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU | Rp 4.565.388.505,00 | Rp 897.070.775,00 | Rp 74.755.897,92 | Rp 75.000.000,00
SATU PINTU
13 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Rp 3.976.458.322,00 | Rp §29.271.845,00 | Rp 69.105.987,08 | Rp 70.000.000,00
14 [DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Rp 23.918.963.278,00 | Rp 2.711.390.900,00 | Rp 225.949241,67 | Ro 220.000.000,00
15 [DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA Rp 9.241.202.287,00 | Rp 1.461.779.384,00 | Rp 121.814.948,67 | Rp 120.000.000,00
16 |SEKRETARIAT DAERAH Rp 71.548.611.172,00 | Rp 11.706.769.306,00 | Rp 975.564.108,83 | Rp 1.000.000.000,00
17 |SEKRETARIAT DPRD Rp 41.865.339.192,00 | Rp 12.157 451.974,00 | Rp 1.013.120.997,83 | Rp 1.000.000.000,00
19 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rp 9.422.746.102,00 | Rp 2.386.977.250,00 | Rp 198.914.770,83 | Ro 200.000.000,00
20 |BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rp 145,766.962.719,00 | Rp 3.406.827.860,00 | Rp 283.902.321,67 | Rp 300.000.000,00
21 |BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI Rp 8.929.191.688,00 | Rp 1.767.808.791,00 | Rp 147.317.399,25 | Rp 150.000.000,00
22 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Ro 10.026.627.461,00 | Rp 2.980.332.536,00 | Rp 248.361.044,67 | Rp 240.000.000,00
23 |INPEKTORAT DAERAH KABUPATEN Rp 10.390.869.401,00 | Rp 2.870.173.800,00 | Rp 239.181.150,00 | Rp 240.000.000,00
JUMLAH I Rp  1.178.428.808.921,00 | Rp 71.818.326.450,00 Rp 5.950.000.000,00




TAKSIRAN BELANJA
NO SKPD TOTAL BELANJA | YANG DIBAYARKAN U:ﬁ%gf‘?gﬁ:m PAGQU BESARAN UP
MELALUI UP
| y) 3 ) 5 3
KECAMATAN
1 [KECAMATAN MEMPAWAH HILIR Rp §.262.001766,00 | Rp 1102.881.090,00 | Rp 91.906.757,50 | Rp 100.000.000,00
2 |KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR Rp 4.721692.651,00 | Rp 925.664.703,00 | Rp 77138.725.25 | Rp 85.000,000,00
3 [KECAMATAN SUNGA KUNYIT Rp 2.237.344.864,00 | Rp 417.387.450,00 | Rp 34.782.087,50 | Rp 20.000,000,00
4 |KECAMATAN SUNGAI PINYUH Rp 3.554.328.045,00 | Rp 770.130.330,00 | Rp 84.177.527,50 | Rp 70,000,000,00
5 [KECAMATAN ANJONGAN Ro 3.232.403.967,00 | Rp 632571428,00 | Rp 5271428567 | Ro 55.000.000,00
6 |KECAMATAN TOHO Rp 1.909.064.234,00 | Rp 403.632.147,00 | Rp 33.636.012,25 | Rp 40.000.000,00
7 |KECAMATAN SADANIANG Rp 1.859.226.584,00 | Rp 433.411.228,00 | Rp 36.117.602,33 | Rp 40.000,000,00
8 |KECAMATAN SEGEDONG Rp 1993.332575,00 | Rp 246.195.700,00 | Rp 37.162.975,00 | Rp 40.000,000,00
9 |KECAMATAN JONGKAT Rp 2335.778.816,00 | Ro 374.122312,00 | Rp 31.176.859.33 | Rp 20,000.000,00
Rp 28.105.173.502,00 | Rp __ 5.505.996.388,00 Rp 510.000.000,00

JUMLAH Il

-

BUPATIMIEMPAWAH, r/

\ I
INA

SEKRETARIS DALAAH K8 FATEN MEMPAWAH

BERITA AH KATTIT AT A AR MTPAWAH



